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ABSTRAK

Pencegahan Kejshatan di Bidang Perbaakan Melalui Audit Investigatif

Terciptanya dan terpenuhinya keamanan pada masyarakat skan membangun suasana
kondusif di masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas termasuk aktivitas
ckonomi, khususnya di bidang perbankan. Untuk mewujudkan hal tersbut
pencegahan kejahatan di bidang perbankan melalui mekanisme audit investigatif
dianggap sangatish efektif. Dalam penulisan keli ini penulis melihst bagaimana
pelaksansan meksanisme audit investigatif yang dilakukam ojeh Otoritas Jasa
Keuangan. Penelitian ini ditujuken umtuk mengkeji bogaimans pengsturan
pencegahan kejahatan di bidang perbanken melalui sudit investigatif dan bagaimana
pelaksansan pencegshan kejehaten di bideng perbenmkan. Metode yang digunakan
dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Hagil penclitisn ini menyimpulkan bahwa
pengaturan mengenai pencegahan kejuhstan di bidang perbenksn melalui audit
investigatif sudah diatur dalam beberspa pengaturan secars konkrit, dan telah
diimplementasikan dengan baik melalui ekmik sudit yang berlaku.

Kata Kunci: Pencegahan Kejahatan, Bidang Perbankan, Audit Investigatif
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berbicara mengenai suatu masalah hukum, tidaklah terlepas dari perjalanan
awal dan perkembangannya. Hal ini tidaklah mengherankan sebab dalam ilmu
pengetahuan hukum dikenal adanya “mazhab/aliran sejarah” yang memiliki arti bahwa
hukum itu tidaklah dibuat melainkan tumbuh dan berkembang seiring dengan

kehidupan masyarakat yang bersifat dinamis.*

Perkembangan perbankan secara umum, termasuk didalamnya bagian hukum
perbankan, maka terdapat hubungan yang erat sambung-menyambung atau hubungan
yang tidak terputus antara hukum perbankan yang sekarang dengan hukum perbankan
yang telah lampau. Perkembangan itu pula yang menggambarkan bahwa hukum terus
berubah. Tumbuhnya, berubahnya, hingga hilangnya suatu lembaga hukum yang
ditentukan oleh berbagai macam faktor yang ada pada masyarkat, meliputi faktor

politik, ekonomi, agama, dan teknologi.?

! Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Jakarta, Kencana, 2005, him. 159.
2 Ibid.



Cikal bakal dunia perbankan mulai terlihat pada zaman Babylonia sekitar pada
tahun 2000 SM yang dikenal sebagai Temples Of Babylon merupakan lembaga pinjam
meminjam logam berharga (emas dan perak) dengan membebankan bunga pinjaman?.
Di Indonesia sendiri munculnya lembaga perbankan terjadi pada zaman Hindia
Belanda, yang ditandai dengan didirikannya M De Javasche Bank NV pada tanggal 10
Oktober 1827, kemudian pada tahun 1834 diikuti oleh De Algemene Volskrediet Bank,
serta pada tahun 1889 diikuti olen De Postpaar Bank.* Setelah Indonesia
memproklamasikan diri pada tahun 1945, kemudian ketiga lembaga perbankan tersebut
berubah nama menjadi Bank Sentral Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor
11 Tahun 1953 tentang Pokok-Pokok Bank Indonesia®, Bank Rakyat Indonesia, dan
Bank Tabungan Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1968 tentang

Bank Tabungan Negara®.

Sebagaimana diketahui bahwa perbankan merupakan salah satu aspek dalam
menunjang pembangunan nasional yang bersifat dinamis, kompetitif, dan terintegrasi
dengan tantangan yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju
sehingga dibutuhkan penyesuian kebijakan di bidang ekonomi, terkhusus nya di bidang
perbankan’. Berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan nasional perbankan

Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka

8 Chainur Arrasjid, Hukum Pidana Perbankan,Jakarta, Sinar Grafika, 2011. him.5 .

41bid. him. 7.

SMuhammad Djumanha, Hukum Perbankan di Indonesia,Jakarta, PT.Citra Aditya Bakti,
2006. him. 55 .

6 Chainur Arrasjid, Op.cit. him. 8.

" Hermansyah, Op.cit., him. 40.



meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekoonomi, dan stabilitas nasional ke arah

peningkatan kesejahteraan rakyat banyak®.

Oleh karena itulah, maka bank yang merupakan pilar pembangunan ekonomi
di Indonesia, sangatlah rentan terhadap kejahatan. Kejahatan ini sendiri terbagi menjadi
dua yaitu kejahatan di bidang perbankan dan kejahatan perbankan, terdapat perbedaan
diantara keduanya yaitu pada perlakuan peraturan terhadap perbuatan yang telah
melanggar hukum yang berkaitan dengan usaha menjalankan industri perbankan,

perlakuan tersebut dapat kita lihat pada:

a. Kejahatan perbankan terdiri dari perbuatan-perbuatan pelanggaran terhadap
ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
Pelanggaran mana dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-
Undang ini.

b. Kejahatan di bidang perbankan lainnya yang terdiri atas perbuatan-
perbuatan yang berhubungan dengan kegiatan dalam menjalankan usaha
pokok bank, terhadap perbuatan mana dapat diperlakukan peraturan-
peraturan pidana diluar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, seperti:

a) KUHP sebagai peraturan hukum pidana

8pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, Lmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara 3790.



b) Peraturan-peraturan hukum pidana khusus, seperti undang-undang
tentang tindak pidana korupsi, undang-undang tentang lalu lintas
devisa

c) Peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan kegiatan bank

dan yang memuat ketentuan pidana nya.®

Pengertian kejahatan di bidang perbankan menurut Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 10 tahun 1998 adalah sebagaimana ditentukan dalam ketentuan pasal 51 Ayat

(1) yang berbunyi:

“Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48 Ayat
(1), Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 50 A adalah kejahatan”

Berkaitan dengan itu, dalam penjelasannya dikemukakan bahwa perbuatan-
perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut dalam ayat ini
digolongkan sebagai tindak pidana kejahatan , berarti bahwa terhadap perbuatan-
perbuatan dimaksud akan dikenakan ancaman hukuman yang lebih berat dibandingkan

dengan apabila hanya sekadar sebagai pelanggaran.*®

Dalam kondisi perekonomian Indonesia yang sedang menurun dan kurang

optimalnya aturan-aturan yang ada saat ini, menjadikan kejahatan di bidang perbankan

® Anwar Salim, Tindak Pidana di Bidang Perbankan, Alumni, Bandung, 2001, him.14.
10 Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia,Kencana, Jakarta, 2005,him.164.



yang dilakukan oleh oknum, baik itu oknum di sektor swasta maupun di sektor
pemerintahan itu sendiri semakin sering terjadi. Kurang ketatnya pengawasan dari
pihak yang berwenang dan adanya dorongan atau niatan dari diri sendiri untuk
melakukan kejahatan di bidang perbankan. Kejahatan di bidang perbankan umumnya
dilakukan oleh orang-orang yang memiliki intelektualitas tinggi, akan tetapi minimnya
tingkat spiritual menjadikan ilmu, kekuasaan, dan kedudukan dijadikan sebagai sarana

atau fasilitas untuk melancarkan aksi kejahatan di bidang perbankan ini.

Kasus Bank Century membuktikan bahwa fungsi pengawasan yang dilakukan
oleh Bank Indonesia masih sangatlah lemah. Meskipun kita ketahui bahwa Bank
Indonesia sebagai Bank Sentral seyogya nya memiliki prinsip kehati-hatian yang lebih
tinggi, sebab pengawasan sebagai upaya untuk memberikan keyakinan yang memadai
bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan

secara efektif dan efisien.

Table 1



Data Kejahatan di bidang perbankan yang Paling Merugikan di Indonesia

NO Jenis Kejahatan di bidang Jumlah Kasus Persentase
perbankan
1. | Korupsi (corruption) 178 77%
2. | Penyalahgunaan aktiva/ kekayaan 41 19%
organisasi (asset

misappropriation)

3. | Kecurangan Laporan Keuangan 10 4%
(financial statement kejahatan di

bidang perbankan)

Sumber: Survei Kejahatan di bidang perbankan Indonesia oleh ACFE tahun

2016

Dengan semakin kompleksnya permasalahan yang terjadi di dunia perbankan
maka urgensi tentang pencegahan dianggap sangatlah penting melalui audit investigatif
yang dilakukan oleh auditor. Auditor adalah seseorang yang memiliki kualifikasi
tertentu dalam melakukan audit atas laporan keuangan dan kegiatan suatu perusahaan
atau organisasi, dalam hal ini yang dilakukan oleh auditor Otoritas Jasa Keuangan.
Audit investigatif sudah ada di Indonesia sejak tahun 1997 sampai tahun 1998 dalam
program penyelamatan Bank Indonesia pada masa krisis keuangan. Namun, audit

investigatif ini baru mencuat ke permukaan pada tahun 2005 setelah suksesnya



pengungkapan kasus bank Bali oleh akuntan forensik bernama Pricewaterhouse

Coopers setelah berhasil menunjukkan arus dana yang rumit.

Menurut J.Bologna dan Paul Shaw,audit investigatif adalah “Forensic
Accounting sometimes called fraud auditing or Investigatif accounting, ia a skill that
goes beyond the realm of corporation and management fraud, embezzelement, or
commercial bribery Indeed, forensic accounting skills go beyond the general realm of

white collar crime”*?,

Sedangkan menurut Association of Certified Fraud Examiner
mendefiniikan Audit Investigatif ialah “ Fraud auditing is an initial approach
(proactive) to detecting financial fraud, using accounting records and information,

analytical relationship and an awareness of fraud perpetrarion and concealment

effort 3,

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa audit investigatif merupakan penelitian
secara mendalam terhadap fakta-fakta berdasarkan pada informasi yang diperoleh baik
berasal dari pengaduan atau laporan, dugaan, dan fakta-fakta, serta analisis lebih lanjut
terhadap fakta-fakta tersebut hingga akhirnya menjadi dasar untuk membuktikan atau
tidak membuktikan pengaduan/laporan atau dugaan tersebut secara objektif dan tidak

memihak dengan diterapkannya keahlian investigasi. Mekanisme audit investigatif ini

"Theodorus M. Tuanakotta, Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif, Jakarta, Salemba
Empat, 2016, him. 15.

12G Jack Bologna, Paul Shaw, Fraud Auditing and Forensic Accounting New Tools and
Techniques, 2001, him.36.

BAmin Widjaja, Forensic dan Investigative Accounting: Pendekatan Kasus, Harvarindo,
Jakarta, 2012, him.1



meliputi beberapa tahap yaitu: pra perencanaan, perencanaan audit investigatif,

pelaksanaan audit investigatif, dan pelaporan serta tindak lanjut.
Bagan 1.1

Diagram Akutansi Forensik/ Audit Investigatif

Jenis Akutansi Forensik
Penugasan Fraud Audit Hukum:
Proaktif Investigtif 1. Pidana
2. Perdata
Sumber
3. Administratif
Informasi
4. Arbitrase dan
Risk Temuan Temuan Akutansi
Assesment Audit Audit Kerugian alternatif
Tuduhan
Keluhan penyelesaian
Tip
Output sengketa
5. Ekstradisi
Identifikasi | Indikasi Bukti
potensi Awal | Ada/Tidaknya dan MLA
Fraud Adanya | Pelanggaran
Fraud

Sumber: ACFE, 2008 report to the Nation on Occupational Fraud and Abuse,

http://www.acfe.com




Bagan diatas menjelaskan bahwa terdapat dua bagian dari fraud audit: yang
bersifat proaktif dan investigatif. Audit investigatif dimulai pada bagian kedua dari
audit fraud yang berisfat reaktif, yakni sesudah ditemukannya indikasi awal adanya
fraud. Audit investigatif merupakan bagian dan titik awal dari akutansi forensik.
Seperti yang dijelaskan dimuka bahwa, penyelesaian sengketa dapat dilakukan
dibawah berbagai ketentuan Perundang-Undangan, seperti Hukum Pidana, Hukum
Perdata, Hukum Administrasi, dan Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
Model diatas lebih rumit jika kejahatannya bersifat lintas Negara, sehingga bidang
hukumnya akan lebih luas lagi dengan konvensi dan traktat internasional yang meliputi
ekstradisi dan Mutual Legal Assistance (MLA) seperti yang di gambarkan pada bagan
1.1 diatas.

Berdasarkan penjabaran diatas, maka penulis ingin membahas lebih lanjut
dalam bentuk skripsi yang berjudul “PENCEGAHAN KEJAHATAN DI BIDANG

PERBANKAN MELALUI AUDIT INVESTIGATIF”.
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B. Rumusan Masalah

Dari uraian yang telah dijelaskan diatas. Maka permasalahan yang hendak dijawab
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan pencegahan kejahatan di bidang perbankan?

2. Bagaimana pelaksanaan pencegahan kejahatan di bidang perbankan melalui

audit investigatif?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dapat dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Mengetahui dan menjelaskan pengaturan pencegahan kejahatan di bidang
perbankan.

b. Mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan pencegahan kejahatan di bidang

perbankan melalui audit investigatif.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh melalui penelitian ini adalah:
a. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi

aparat penegak hukum
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b. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah
keilmuan khususnya tentang pencegahan kejahatan di bidang perbankan

melalui audit investigatif.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Agar pembahasan pada penelitian ini tidak terlalu luas maka ruang lingkup
penelitian hanya membahas tentang pencegahan kejahatan di bidang perbankan melalui

audit investigatif.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil
pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan

identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh penulis.

1. Teori Pencegahan Kejahatan
Teori pencegahan kejahatan merupakan tindakan yang dilakukan untuk
mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Menurut A.

Qiram Samsudin, dalam kaitannya untuk melakukan tindakan pencegahan adalah

4Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Aditya Bakti, 2004.
him.124 .
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mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi baik kembali,
sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya, tapi usaha ini lebih mudah dan akan
mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan®®.

Selanjutnya Bonger berpendapat, cara menanggulangi kejahatan yang
terpenting adalah:

a. Pencegahan kejahatan dalam arti luas, meliputi reformasi dan prevensi

dalam arti sempit;

b. Berusaha melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap kejahatan
dengan berusaha menciptakan sistem organisasi dan perlengkapan
kepolisian yang baik, sistem peradilan yang objektif, dan hukum yang baik;

c. Mencegah kejahatan dengan pengawasan dan patroli yang teratur;

d. Prevensi kenakalan anak-anak sebagai sarana pokok dalam usaha prevensi
kejahatan pada umumnyaZ®.

Kejahatan perbankan yang terus meningkat saat ini, mengakibatkan perlunya
penguatan atas segala upaya untuk mencegah serta memberantas kejahatan
perbankan tersebut. Pengawasan pun menjadi salah satu alternatifnya. Tindakan
pengawasan terhadap bank ini pun dipandang sangat penting guna memelihara
kepercayaan masyarakat (nasabah) terhadap bank itu sendiri serta agar dapat

mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, seperti yang menjadi tujuan dari

15A. Qirom Samsudin M, Sumaryo E, Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Prikologis
dan Hukum, Liberti, Yogyakarta, 1985, him. 46 .

16 Bonger, Pengantar tentang Kriminologi, Pt. Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981,
him. 15 .
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Bank Indonesia. Pengawasan bank terdiri atas tiga unsur pokok, yaitu:
a. Pengawasan eksternal yang dilakukan oleh regulator;
b. Pengawasan internal oleh manajemen, dan
c. Pengawasan oleh masyarakat (market dicipline).
S. Sundari Arie mengutarakan bahwa alasan klasik perlunya pengaturan
pengawasan terhadap perbankan didasarkan pada tiga pertimbangan utama, yaitu’:
a. Pentingnya posisi bank dalam sistem keuangan, terutama dalam sistem
pembayaran dan kliring;
b. Sistem perbankan merupakan suatu sistem yang berpotensi menimbulkan
bahaya, berkenaan dengan operasional perbankan;

c. Sifat dari perjanjian bank.

2. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan (Fraud Triangle)

Kejahatan di bidang perbankan Triangle dikemukakan oleh Donald Cressey
pada tahun 1953 merupakan suatu teori yang menjelaskan mengenai penyebab
kecurangan yang ia dapatkan dari hasil mewawancarai 200 orang yang pernah
melakukan kecurangan atau kejahatan di bidang perbankan. Terdapat tiga faktor
yang sering kali menjadi penyebab kecurangan yaitu:

1. Pressure (Tekanan)

Y7Sundari Arie, Peranan Bank Indonesia sebagai otoritas Perbankan untuk mencegah dan
Menangani Tindak Pidana di Bidang Perbankan, yang dimuat dalam Majalah Buletin Hukum
Perbankan dan Kebanksentralan Nomor Perdana,Bank Indonsia, Jakarta,2017, him 20 .
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Menurut SAS Nomor 99, terdapat empat jenis kondisi yang umum
terjadi pada tekanan yang dapat mengakibatkan kecurangan, yaitu:
financial stability, external pressure, personal financial need, dan
financial targets.

Opportunity (Kesempatan)

Menurut SAS Nomor 99 terdapat beberapa kondisi terkait dengan
kesempatan yang mengakibatkan seseorang untuk melakukan
kecurangan yaitu: nature of industy, ineffective of monitoring, dan
struktur organisasional.

Rationalization (Rasionalisasi)

Menurut SAS Nomor 99 rasionalisasi pada perusahaan dapat diukur
dengan siklus pergantian auditor, opini audit yang didapat perusahaan

tersebut serta keadaan total aktual dibagi dengan total aktiva.

Metode Penelitian

1.

Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris atau

disebut juga penelitian lapangan. Metode yuridis empiris yaitu mengkaji

ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di

masyarakat'®.,

8Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 2002 hlm 15 .
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2. Pendekatan Penelitian
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan yuridis sosiologis yaitu mengidentifikasi dan mengkonsepsikan

hukum sebagai isntitusi yang rill dan fungsional dalam kehidupan nyata®®.

Dalam penelitian yang akan dilakukan, adapun metode pendekatan yang
digunakan yaitu:

a. Pendekatan Perbandingan Hukum (Comparative Approach)

Melalui pendekatan ini akan dapat mengkaji perbandingan

penerapan pencegahan kejahatan di bidang perbankan di negara lain.

Dalam penelitian akan melakukan perbandingan dengan beberapa

ketentuan yang ada dan juga dengan sistem hukum negara lain yang

memiliki kemiripan penerapan sistem pencegahan kejahatan di

bidang perbankan.
b. Pendekatan Perundangan-Undangan (Statute Approach)

Melalui pendekatan ini akan dapat mengkaji dokumen-dokumen
yang ada terkait dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
yang menerapkan keadaan tertentu dalam konteks hukum pidana

dengan melakukan klasifikasi dan seleksi data, membandingkan

19Sperjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Ul Press, Jakarta,2007, him. 51 .
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konsep keadaan tertentu yang terdapat dalam Peraturan Perundang-

Undangan, di lingkungan Otoritas Jasa Keuangan
Pendekatan Kasus (Case Approach)

Melalui pendekatan ini akan melakukan pencarian kasus-kasus
yang akan dianalisa kasus-kasus kejahatan di bidang perbankan yang

terjadi di Indonesia.
Pendekatan Sosiologi (Sosiological Approach)

Pendekatan  sosilogis  adalah  mengidentifikasi  dan
mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang nyata dan
fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata?’. Pendekatan ini
menekankan pada penelitian yang bertujuan memperoleh
pengetahuan hukum secara empiris dengan cara mengumpulkan
berbagai keterangan dari objeknya langsung, dalam hal ini Otoritas

Jasa Keuangan.

Jenis dan Sumber Data

20 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Press, Jakarta,

196, him. 51.
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Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, diambil dari

data primer dan data skunder.

1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari
sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan di
bahas?!. Sumber data di peroleh dari lapangan secara langsung
dengan wawancara kepada informan dari Otoritas Jasa Keuangan.

2. Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku
sebagai data pelengkap sumber data primer. Data sekunder yang
digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang terdiri
dari:

1. Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan
perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan
perundang-undangan dan putusan hakim??.

2. Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena
buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan
pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai

kualifikasi tinggi®.

2L Aminuddin,Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006,
him. 30.

22peter Mahmud Marzuki,Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011,
him 141 .

2Ibid, him 142 .
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Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang
digunakan meliputi :
1. Buku-buku ilmiah dibidang hukum;
2. Makalah-makalah
3. Jurnal ilmiah
4. Artikel ilmiah
3. Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.
Dalam penelitian ini bahan hukum tersier yang digunakan meliputi
a. Kamus Besar Bahasa Indonesia
b. Kamus hukum
c. Situs internet yang berkaitan dengan Pencegahan kejahatan di

bidang perbankan melalui audit investigatif.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data diawali dengan kegiatan penelusuran peraturan
perundang-undangan dan sumber hukum positif lain dari sistem hukum yang
dianggap relevan dengan pokok persoalan hukum yang sedang dihadapi?..
Teknik pengumpulan data yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan

penelitian ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Studi dokumen

24 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, him 109 .
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adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan
hukum tertulis dengan mempergunakan content analisys®. Penelitian ini
menggunakan hasil dari data kepustakaan dan data lapangan, yaitu suatu studi
agar memperoleh data dengan cara mengumpulkan data dan mempelajari
pengertian, teori-teori serta pendapat ahli tentang segala persoalan yang
berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini baik dari

buku-buku, perpustakaan maupun literatur atau sumber-sumber lainnya.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di kantor Otoritas Jasa Keuangan Kantor
Regional 7 Sumatera Bagian Selatan yang beralamat di JlI. Residen Abdul
Rozak Nomor 99, 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur Il, Kota Palembang, Sumatera

Selatan.

6. Teknik Pengambilan Sampel
Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan
menggunakan teknik purposive sampling. Purposive sampling atau penarikan

sampel dilakukan dengan cara mengambil subjek yang didasarkan pada tujuan

25 peter Mahmud Marzuki, op.cit. him 21.
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tertentu. Untuk menentukan sampel berdasarkan tujuan tertentu haruslah
dipenuhi persyaratan sebagai berikut:

a) Harus didasarkan pada ciri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik tertentu
yang merupakan ciri-ciri utama populasi;

b) Subjek yang diambil sebagai sampel harus benar-benar merupakan
subjek yang paling mengandung ciri-ciri yang terdapat pada
populasi;

c) Penentuan karakteristik populasi dilakukan dengan teliti dalam
studi pendahuluan.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan
mengumpulkan berbagai keterangan dan masukan dari para informan yang
dianggap cukup representatif untuk mewakili sampel, yang dalam hal ini dari
Otortas Jasa Keuangan, yang meliputi:

a) Departemen Audit Internal
b) Grup Penangan Anti-fraud

c) Departemen Pemriksaan khusus dan investigasi perbankan

7. Analisis Data

Analisis data penelitian ini dilakukan secara kualitatif yaitu

mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian
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dihubungkan dengan masalah yang diteliti berdasarkan kualitas serta

kebenarannya 2°.

8. Penarikan Kesimpulan
Penarikan kesimpulan penelitian ini dilakukan atas hasil analisa dan
interpretasi data secara sistematis yang dilengkapi dengan saran-saran?’.
Pengambilan kesimpulan selalu didasarkan pada data yang diperoleh dalam
kegiatan penelitian. Kesimpulan didasarkan pada data yang dikumpulkan dan
diolah. Pengambilan Kesimpulan yang baik akan mencakup 4 (empat) syarat

yaitu ringkasan argumentasi, singkat, jelas dan meyakinkan.

2| bid, him. 35.
27 zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, him 121.
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